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ABSTRAK 
 
 Arniansi Utami Akbar (B11109047), Implikasi Hukum Kebebasan 
Berpendapat di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan. 
Dibawah bimbingan M. Syukri Akub, selaku pembimbing I dan Hijrah 
Adhyanti M, selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum kebebasan 
berpendapat di jejaring sosial dalam terwujudnya delik penghinaan dan 
mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penghinaan di 
jejaring sosial. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih Kantor 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan sebagai lokasi 
penelitian. Dengan melakukan wawancara dengan Ketua KPID Sul-Sel serta 
menelaah buku-buku yang terdapat di Perpustakaan. Analisis ini digunakan 
dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebebasan berpendapat 
adalah hak setiap orang yang di jamin oleh Konstitusi maupun UUD RI 1945, 
namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain. 
Delik penghinaan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak 
kebebasan berpendapat agar kebebasan berpendapat itu tidak mengganggu 
hak orang lain sehingga hak atas martabat dan reputasi orang lain tidak 
dilanggar. (2)  Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di 
jejaring sosial jika terjadi delik penghinaan yang menggunakan sarana 
jejaring sosial maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 27 
ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena ketentuan ini lebih luas 
dan bersifat khusus sehingga dapat diterapkan apabila terjadi penghinaan 
atau pencemaran terhadap hak atas martabat dan reputasi orang lain, karena 
jejaring sosial merupakan bagian dari informasi elektronik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta 
kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang 
harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah 
negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk 
berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat 
baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 Pasal 28 UUD 1945 
menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia 
yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. 
Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya 
kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. 
 Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah 
pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau 
mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang 
mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara 
konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah 
satu hak asasi manuasia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang 
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Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan Undang-Undang”. 
 Indonesia saat ini belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang 
subtansial yaitu sikap-sikap dan prilaku demokratis, sebagai contoh kasus 
Prita yang baru-baru ini meramaikan stasiun Televisi yang menggugah hati 
nurani hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi 
karena hal yang sifatnya sepele, yaitu pengalaman tidak menyenangkan Prita 
sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, berkirim email pada 
temannya, namun tanpa diduga berdampak hukum dengan dijerat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
sehingga harus mendekam di penjara. Benarkah hanya karena memberi kritik 
seseorang bisa ditahan. 
Kasus Prita ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu 
kontroversi yang tiada berhenti ujungnya. Berdasar pengalaman yang 
seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah, sebab pelaku 
dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu dengan dua orang anak, 
dukungan mengalir secara deras tak terbendung tanpa melihat fokus 
masalah dan demi kebebasan berpendapat (sumber : 
http://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapat-
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berdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-
mengemukakan-pendapat-di-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-
manusia. Diakses pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012, pukul 21.30 
Wita). 
Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. 
Alasannya, selain menghasilkan character assassination, pencemaran nama 
baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang 
masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran 
nama baik adalah salah satu bentuk rechtsdelicten dan bukan wetdelicten. 
Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk 
ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah 
melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama 
baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu 
terdapat fitnah. 
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan 
pesat. Teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara 
global. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan 
dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial 
masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi 
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informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.  
Kehadiran internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi  telah 
membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan 
sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-
batas antar negara. Internet membawa kemajuan dengan membentuk dunia 
baru  yang dinamakan cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis 
komputer. 
Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat 
menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan 
muncul sejak permulaan zaman sekarang dan yang akan datang (sumber : 
www.elib.unikom.ac.id/files/disk1. Diakses pada hari Senin, tanggal 15 
Oktober 2012, pukul 16.30 Wita).  
Dewasa ini, perkembangan teknologi komputer, telah berjalan 
sedemikian rupa, sehingga komputer yang ada pada saat ini sudah sangat 
jauh berbeda dibandingkan dengan yang ada pada sepuluh tahun yang lalu. 
Bahkan, dalam salah satu titik perkembangannya, teknologi komputer telah 
mengalami konvergensi dengan teknologi yang lain, terutama teknologi 
informasi dan media.  
Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan 
peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan 
salah satu kebutuhan hidup bagi semua aspek kehidupan serta merupakan 
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salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual 
maupun organisasional, sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam 
masyarakat, informasi telah berfungsi sebagaimana layaknya aliran darah 
sumber kehidupan bagi tubuh manusia. 
Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan 
kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi 
data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian 
software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan 
laju kejahatan melalui jaringan internet (cybercrime) tidak diikut dengan 
kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit untuk 
mengendalikannya. Menculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia 
telah menjadi ancaman stabilitas keamanan ketertiban mayarakat dengan 
eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum 
mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengn teknologi 
computer khususnya di jaringan internet dan internetwork (Agus Raharjo, 
2002 : 213). 
Perbuatan melawan hukum cyber sangat tidak mudah diatasi dengan 
mengandalkan hukum positif konvensional (Ahmad Ramli, 2004 : 5) karena 
berbicara mengenai kejahatan dan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor 
yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban 
kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi 
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instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di 
samping instrumen-instrumen lain yang tidak kalah penting.  
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia 
yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. 
Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya 
kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. 
Berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia maya khususnya 
pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet ini merupakan 
suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Seharusnya 
jejaring sosial (social network) itu merupakan tempat untuk bersosialisasi 
antara satu sama lain dan merupakan ajang berkomunikasi terhadap 
seseorang yang keberadaannya jauh, namun pada era masa kini jejaring 
sosial banyak disalahgunakan oleh manusia. Banyak kejahatan yang 
ditimbulkan melalui media jejaring sosial ini. Jejaring sosial digunakan 
sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti 
mengunggah atau mengunduh muatan-muatan yang bersifat pornografi, 
melakukan perjudian di internet, atau melakukan penghinaan dan 
pencemaran nama baik, dan lain-lain. 
Salah satu tindak pidana yang menjadi kontroversi adalah tindak 
pidana penghinaan atau pencemaran nama baik karena banyak pihak yang 
merasa bahwa tindak pidana tersebut menghalangi kebebasan berpendapat. 
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Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini oleh Pasal 
310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan 
tertentu (bepaald fait) dengan tujuan nyata untuk menyiarkan tuduhan itu 
kepada khalayak ramai . selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa 
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan 
kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat 
dari tindak pidana penistaan. 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk  
meneliti dengan judul “Implikasi Kebebasan Berpendapat di Jejaring 
Sosial Terhadap Delik Penghinaan”. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah implikasi kebebasan berpendapat di jejaring sosial 
terhadap delik penghinaan? 
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan hukum pidana materiil 
terhadap delik penghinaan di jejaring sosial di tinjau dari Undang-
undang ITE pasal 27 ayat (3)? 
 
 
 
18 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implikasi kebebasan berpendapat di jejaring sosial 
terhadap delik penghinaan. 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik 
penghinaan di jejaring sosial di tinjau dari Undang-undang ITE pasal 
27 ayat (3). 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 
secara teoritis maupun praktikal. 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum 
nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu 
di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi 
kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi 
kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya. 
2. Secara Praktis 
Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat 
serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak 
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hukum dan masyarakat luas mengenai penanganan kasus tindak pidana 
pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kebebasan Berpendapat 
Manusia terlahir ke dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang 
lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi 
Manusia (HAM).  
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
disebutkan bahwa: 
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” 
 
Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia 
(HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara 
internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau 
Universal Declaration of Human Right, juga secara nasional Indonesia sangat 
tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-
undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 19 Undang-undang 
Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak atas 
kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi 
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kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta 
mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui 
media apapun dan tanpa memandang batas”. 
Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip 
universal dalam negara demokratis. Negara atau  pemerintah menciptakan 
kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya.  
Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah 
prinsip universal di dalam negera demokratis. Dalam perkembangannya, 
prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang 
berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung 
maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak 
publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai 
salah satu baromoter penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu 
bangsa. 
Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap manusia. 
Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan 
maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun. 
Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media 
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tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga 
melalui media online.  
Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu 
bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi 
juga oleh hak asasi orang lain serta oleh undang-undang. Hal ini 
dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (sumber : 
www.blogtyo.com/2011/02/kebebasan-di-indonesia.html, diakses pada hari 
Minggu, 21 Oktober 2012, pukul 15.00 ). 
Kebebebasan dasar untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat 
tidak dapat didefinisikan atau ditafsirkan oleh seseorang yang dapat 
menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya. 
Artinya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang 
mengandung unsur-unsur kekerasan adalah pelanggaran terhadap prinsip itu 
sendiri. Misalnya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat 
melalui aksi membakar rumah, gedung pusat pembelanjaan, penjarahan, 
mengancam dengan senjata tajam dan lainnya. 
Dari aspek hak asasi, tindakan-tindakan seperti tersebut tergolong 
tindakan yang melanggar hak atas kebebasan dari orang lain, karena, 
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disamping menganggu ketertiban umum juga membatasi hak atas keamanan 
orang lain dalam masyarakat. Sementara dari aspek hukum, merupakan 
tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawabannya lewat pengadilan. 
Media semakin berkembang luas dan internet hadir sebagai ajang 
untuk menyampaikan pendapat, maka pemerintah berusaha ikut campur 
untuk mengaturnya. Di satu sisi, pemerintah berdalih bahwa pemerintah 
harus melindungi kepentingan publik yang cukup heterogen dari terpaan 
negatif media, namun di sisi lain pemerintah juga mengekang kebebasan 
berpendapat yang dimiliki publik. Internet, telah menjadi salah satu media 
alternatif bagi publik untuk mengutarakan pendapatnya secara bebas.  
Kebebasan berpendapat sendiri di Indonesia memang memiliki aturan 
yang terbatas. Selama ini koridor mengenai kebebasan berpendapat hanya 
diatur melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang 
notabene lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. Undang-undang ini 
belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya. Dapat  
dikatakan bahwa media online belum mempunyai aturan mengenai 
kebebasan pers. Selain itu di berbagai instrumen seperti Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa kebebasan 
berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers. Bebas untuk mencari, 
mengola dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau 
elektronik serta media online (internet) sekalipun. 
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Kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan 
merupakan hak semua orang. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara 
hukum, mempunyai kebebasan yang sama dalam berpendapat. Namun  
ketika diterapkan dalam setiap media, kebebasan berpendapat ini akan 
mempunyai implikasi yang berbeda, tergantung sifat medianya. Namun, 
bukan berarti hal ini akan menjadi alasan untuk mengekang kebebasan 
berpendapat dalam masyarakat. 
B. Jejaring Sosial 
Seperti halnya di dunia nyata, menjalin hubungan persahabatan bisa 
juga dilakukan di dunia maya (internet). Bedanya, melalui internet ini tidak 
bisa bertatap muka secara langsung untuk berjabat tangan dan menanyakan 
siapa namanya. Di internet, seseorang bisa berkenalan dengan siapa pun, 
kapan pun, latar belakang, suku bangsa yang berbeda, bahkan antar negara 
dengan bahasa yang berbeda pula. Tentu saja, seperti halnya di dunia nyata, 
etika ketika mengajak berkenalan harus tetap dijaga. Meskipun yang diajak 
adalah teman lama, namun jangan sampai memaksa orang lain untuk 
menjadi teman kita. Proses untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet) 
seperti itu, sering disebut social networking (jejaring sosial) (Sudarma S, 2012 
: 106). 
Eko Priyo Utomo (2011 : 81) memberikan pengertian jejaring sosial 
yaitu sebagai berikut : 
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Jejaring sosial atau terjemahan Inggrisnya adalah social networking 
yang merupakan hubungan antar individu atau organisasi yang di bentuk 
karena adanya kesamaan, misalnya kesamaan visi, misi, pertemanan, 
keturunan, suku, dan sebagainya.  
 
Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-
simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan 
satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, 
dan lain-lain. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial 
sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, 
sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat 
banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik 
telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak 
tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan 
penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan 
organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai 
tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring 
sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. 
Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor 
individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang 
mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. 
(sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial. Diakses pada Hari 
Minggu, tanggal 28 Oktober 2012, Pukul 17.00 Wita).  
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Dengan demikian sebuah situs jejaring sosial adalah situs yang 
digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial. Selain itu situs jejaring 
sosial berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya. Saat ini 
banyak situs jejaring sosial yang digunakan dan dikenal oleh para pengguna 
internet di Indonesia, antara lain Friendster, Facebook, Twitter, Myspace. 
Selain itu, masih banyak situs jejaring sosial yang lainnya. 
Sampai saat ini, banyak sekali situs yang menyediakan khusus untuk 
menjalin hubungan di dunia maya. Meskipun inti tujuannya sama, masing-
masing situs memiliki fitur yang berbeda. Ada yang khusus untuk menjaring 
pertemanan saja, menjaring pertemanan dengan lebih interaktif dan menguak 
memori dengan teman lama, atau lebih menonjolkan komunikasi dan 
interaksi dengan teman lewat blog. 
Ada banyak manfaat dari situs jejaring sosial, karena itu marketer 
harus memahami apa manfaatnya (Eko Priyo Utomo, 2011 : 82), yaitu : 
1. Menambah pertemanan via dunia internet. 
Dengan adanya social network, seseorang yang berada di 
Yogyakarta akan dapat berkenalan dengan orang di Amerika. 
Apalagi dengan fasilitas webcam, maka akan dapat saling bertatap 
muka secara langsung, seolah berhadapan langsung dengan 
orang tersebut. 
 
 
2. Meningkatkan hubungan yang ada di dunia fisik melalui dunia 
maya. 
Social Network dapat menjadi sarana menyambung silaturrahmi via 
dunia maya. Teman, relasi yang lama tidak ada kontak, kadang 
dapat ditemukan di social network (sepanjang teman relasi 
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tersebut membuka akun dan membuka akses terbuka untuk 
semua orang). 
3. Memungkinkan cakupan pemasaran yang semakin luas tak 
terbatas. 
Dengan adanya social network, bisa menjadi sarana marketing 
produk yang ditawarkan dan bisa memperkenalkan produk yang 
ditawarkan sembari bersosialisasi.  
 
 Selain efek positif yang didapatkan seperti yang telah dipaparkan di 
atas, situs jejaring sosial juga memiliki beberapa efek yang negatif, yang 
harus diwaspadai (Eko Priyo Utomo, 2011 : 82) misalnya : 
1. Isolasi sosial. 
Diakibatkan seringnya seseorang bersosialisasi menggunakan 
internet terutama social network sehingga berkurang interaksi 
sosialnya di dunia nyata atau bahkan tidak ada sama sekali. 
Sehingga terlihat individu yang gaul di dunia maya, tetapi bersikap 
norak pergaulannya di dunia nyata. 
2. Produktivitas kerja menjadi menurun. 
Hal ini dapat dirasakan bagi mereka yang bekerja dan kemudian 
menjadi terlena sehingga melupakan pekerjaannya akibat 
mengakses layanan social network secara terus-menerus. 
3. Membuat siswa menjadi malas. 
Hal ini ditujukan bagi siswa maupun mahasiswa yang kurang suka 
belajar dan hanya banyak bermain di internet. 
 
C. Delik 
1. Pengertian Delik 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pada pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
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undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian 
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit 
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. 
Para pakar asing Hukum Pidana meggunakan istilah Tindak Pidana 
atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana (Amir Ilyas, 2012 : 19), dengan 
istilah : 
1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana; 
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan 
Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana 
Jerman; dan 
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan 
Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti : 
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 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh. 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing 
disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman (pidana). 
Menurut Andi Hamzah (1994 : 72) memberikan defenisi mengenai 
delik, yakni : 
Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). 
 
Selanjutnya menurut Moeljatno (Chazawi Adami, 2002 : 72) 
mengartikan Strafbaarfeit yaitu : 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
 
Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe (Lamintang, 1997 : 34) sebagai : 
 Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum. 
 
S.R. Sianturi (1982 : 211) menggunakan delik sebagai tindak pidana 
jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut : 
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Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung 
jawab). 
 
Andi Zainal Abidin (1987 : 146) mengemukakan pada hakikatnya 
istilah yang paling tepat adalah ”delik” yang berasal dari bahasa latin 
”delictum delicta” karena : 
1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti ”peristiwa pidana”, 
”perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, 
tetapi pembuatnya); dan 
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum 
pidana ekonomi Indonesia. 
 
Moeljatno (1984 : 55) yang berpendapat bahwa istilah yang tepat 
adalah perbuatan pidana yang artinya : 
”Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”. 
 
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo (Amir Ilyas, 2012 : 25), berpendapat bahwa perumusan mengenai 
perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : 
”Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut”. 
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Adapun perumusan tersebut yang mangandung kalimat ”aturan hukum 
pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang 
masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 
tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dan 
perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan 
terlarang dengan diancam pidana (Amir Ilyas, 2012 : 25) 
Menurut Pompe (Andi Zainal Abidin, 1995 : 225) bahwa ada 2 (dua) 
macam definisi terkait tindak pidana yaitu : 
- Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana 
untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum. 
- Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa 
yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) 
dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di 
dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. 
 
Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Siantri (2002 : 211) bahwa 
tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu : 
a. Subjek 
b. Kesalahan 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaarfeit. Namun belum jelas 
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disamping mengalihkan dari istilah strafbaarfeit, juga dimaksudkan untuk 
mengalihkan makna dan pengertiannya. Sebagian besar kalanagan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah 
sekedar mengalihkan bahasanya. Hal ini yang merupakan pokok perbedaan 
pandangan.  
Menurut Amir Ilyas (2012 : 28) tindak pidana adalah setiap perbuatan 
yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki 
rumusan delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan Pembenar. 
Menurut Lamintang (1997 : 181) : ”Perkataan “feit” dalam bahasa 
Belanda berarti sebagai dari suatu kenyataan / een gedeeite van de 
werkeliykheid, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, sehingga secara 
harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum, yang tidak tepat, karena yang dapat dihukum 
adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun 
tindakan.”  
Pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan 
mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit, maka 
timbullah pendapat tentang maksud strafbaar feit tersebut. Para ahli yang 
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memberikan pendapat mengenai strafbaar feit diantaranya Hazewinkei 
Suringa.  
Membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit 
sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang 
harus ditiadakan oleh hukum pidana.  
Pompe (Andi Zainal Abidin, 1995 : 231)  menyatakan bahwa strafbaar 
feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dalam hal ini penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
Pengertian strafbaar feit atau tindak pidana dapat disebut sebagai 
pandangan yang luas terhadap strafbaar feit atau tindak pidana karena dalam 
pengertian tersebut mencakup pula pertanggung jawaban pidana. Agar 
mudah menentukan manakah yang merupakan suatu tindak pidana 
dan yang bukan, maka diperlukan unsur-unsur tindak pidana.  
 
Sifat-sifat di atas perlu dimiliki setiap strafbaar feit, karena secara 
teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku yang 
telah dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang dalam 
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penampuannya merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan 
hukum. 
Perbedaan antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya bersifat 
semu, karena yang terpenting bagi teori itu adalah tidak seorang pun dapat 
dihukum kecuali apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar 
hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk schuld, yakni 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif tidak 
mengenal adanya suatu schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijkheld.  
Untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila hanya 
terdapat suatu strafbaar feit melainkan harus ada juga suatu strafbaar person 
atau seseorang yang dapat dihukum, dalam hal ini orang tersebut tidak dapat 
dihukum apabila strafbaar feit yang telah dilakukan tidak bersifat 
wederrechtelijkheld dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. 
Delik adalah bahasa lain dalam kepustakaan Indonesia untuk 
menyebut apa yang disebut strafbaar feit. Pada hakikatnya tiap-tiap 
perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Karena perbuatan yang 
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu 
kejadian dalam alam lahir.  
2. Unsur-unsur Delik 
Dalam hukum pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektif 
dimana unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak 
pidana, pendapat Lamintang (1997 : 142). “Unsur objektif adalah unsur yang 
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ada hubunganya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-
tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif”, meliputi : 
a. Perbuatan atau kelakuan manusia; 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik; 
c. Unsur melawan hukum. 
d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana; 
e. Unsur yang memberatkan pidana; 
f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana 
Menurut Simons memakai pengertian straafbaarfeit tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a. Kelakuan atau perbuatan manusia; 
b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana; 
c. Perbuatan tersebut melawan hukum; 
d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; 
e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. 
 
Disamping perbuatan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana 
biasanya diperlukan pula adanya keadaan tertentu yang mengenai diri orang 
yang melakukan perbuatan dan keadaan di luar pelaku. Secara umum tindak 
pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya 
dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi 
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menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif 
adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya.  
Unsur-unsur subjektif ( Moeljatno, 1984 : 58) dari suatu tindak pidana 
itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUH Pidana; 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain yang terdapat 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana. 
 
Sementara itu yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari perilaku itu harus 
dilakukan. Unsur-unsur objektif (Moeljatno, 1987 : 58) dari suatu tindakan itu 
adalah : 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana 
atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu  
perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH 
Pidana; 
 3.Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
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D. Delik Penghinaan. 
Pencemaran nama baik menurut Kamus hukum (2007 : 348) adalah : 
Perbuatan menghina atau menista orang lain; menyerang nama baik 
atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum, 
dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, gambar dan sebagainya. 
 
Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu : 
1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau 
dilakukan dengan orang. 
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui 
ulisan (barang cetakan). 
 R. Soesilo (1996 : 25) menerangkan apa yang dimaksud dengan 
menghina, yaitu: 
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang 
diserang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam 
lapangan seksual.  
 
Menurut R. Soesilo (1996 : 25), penghinaan dalam KUHP ada 6 
macam yaitu:  
1. Menista secara lisan (smaad); 
2. Menista dengan surat / tertulis (smaadschrift); 
3. Memfitnah (laster); 
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging); 
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht); 
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking); 
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Dalam pekerjaan kewartawanan salah satu masalah hukum yang 
paling sering dihadapi adalah masalah penghinaan. Sesuai dengan sifat pers 
yang tercetak dan dimaksud sengaja untuk disebarluaskan, biasanya 
seseorang yang merasa pemberitaan tentang dirinya dipenerbitan itu tidak 
benar, merasa difitnah atau dihina.  
Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang kehormatan 
seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa 
dirugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan bidang seksual tidak termasuk 
dalam bidang penghinaan pada pembahasan ini, melainkan termasuk dalam 
ruang lingkup kejahatan kesusilaan yang telah diatur dalam pasal-pasal lain, 
yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan 
secara terperinci mengenai masalah penghinaan ini, maka agar lebih 
jelasnya terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal mengenai penghinaan 
(Wina Armada, 1989 : 52) : 
1. Objek atau sasaran penghinaan. 
Dilihat objek penghinaan, maka sasaran penghinaan dapat 
digolongkan : 
a. Terhadap pribadi perseorangan. 
b. Terhadap kelompok atau golongan. 
c. Terhadap institusi atau lembaga. 
d. Terhadap suatu agama. 
e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, 
Kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing. 
f. Terhadap orang yang sudah meninggal. 
2. Cara penghinaan. 
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Ditilik dari cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian. 
A. Pembagian menurut ilmu pengetahuan : 
a. Secara formal, yaitu penghinaan yang dilakukan 
dengan tegas dan langsung pada sasaran. 
b. Secar material, yaitu penghinaan yang dilakukan tidak 
secar terang-terangan, samar-samar dan tidak begitu 
kentara namun “nyelekit”. 
B. Pembagian menurut KUHP : 
a. Secara lisan, yaitu penghinaan yang diucapkan atau 
dilakukan dengan lisan. 
b. Secara tertulis, yaitu penghinaan yang dilakukan 
melalui tulisan (barang cetakan). 
3. Bentuk penghinaan dalam KUHP. 
a. Pencemaran (smaad). 
b. Pencemaran tertulis (smaadschrift). 
c. Penghinaan ringan (eenvoudigebelediging). 
d. Fitnah (laster). 
e. Fitnah pengaduan (lasterlijkaamklacht). 
f. Fitnah tuduhan (lasterlijkverdachtmaking). 
 
Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, 
maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, 
golongan penduduk dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, 
penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh 
seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud 
tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).  
Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh 
dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya.  
Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan 
perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah 
berselingkuh.  
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Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek atau 
sasaran penghinaan, pers dapat melakukan terhadapa semuanya. Begitu 
pula dalam cara penghinaan, jika memakai pembagian dari sudut ilmu 
pengetahuan, kedua cara penghinaan dapat dilakukan oleh pers. Namun 
sebaliknya apabila dilihat dari sudut pembagian KUHP, pers hanya berkaitan 
dengan cara tertulis dan bentuk penghinaan yang terdapat pada KUHP juga 
tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. Hanya tiga bentuk saja yang 
berkaitan dengan pers yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan 
fitnah. 
 
Pasal 310 KUHP 
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka karena 
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
41 
 
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa untuk membela diri. 
Dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, jika diuraikan lebih lanjut, maka orang 
yang akan terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja. 
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan. 
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak 
kehormatan dan nama baik seseorang. 
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan 
diketahui umum. 
5. Harus ada atau mengandung “tuduhan tertentu”. 
Istilah “menuduh sesuatu hal” yang terkandung dalam Pasal 310 ayat 
(1) itu, tidak usah berarti hal-hal yang dituduh itu harus merupakan suatu 
perbuatan tindak pidana, misalnya mencuri, memperkosa atau membunuh. 
Kalau tuduhan itu sudah mengandung hal-hal yang dapat dianggap 
mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, telah memenuhi unsur 
pasal ini. 
Pasal-pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan 
(delik penghinaan) ditujukan untuk melindungi “kehormatan dan nama baik” 
seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau 
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memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat 
dan martabat sebagai manusia dan kemanusiaannya. Tindak pidana 
sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal penghinaan untuk member 
perlindungan dengan cara hukum pidana, yaitu mencegah perbuatan yang 
menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dan menjatuhkan hukuman 
atau sanksi pidana kepada yang melanggarnya. 
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa 
yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan 
pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan 
kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi 
juga menyadari sanksi pidana bersifat ultimatum remidium, atau dalam 
bahasa kebijakan atau manajemen adalah “jalan terakhir yang ditempuh, dari 
berbagai solusi atau alternative solusi lainnya. 
Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup 
memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut 
harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau 
gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista / menghina dengan surat 
(secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP). 
Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat 
dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu 
dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela 
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diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri 
yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.  
Pasal 311 KUHP 
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu 
benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat 
dijatuhkan. 
Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu 
dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada 
maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa 
suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar / 
pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. 
Bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum 
dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, 
direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan 
umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan 
pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik.  
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Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau 
untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang 
yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi 
kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak 
dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. 
 
Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang 
(perseorangan / individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama 
baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau 
segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu : 
1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan 
Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan 
tidak perlu lagi oleh mahkamah konstitusi; 
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 
143 KUHP) 
3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk / kelompok / organisasi 
(Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); 
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 
dan Pasal 208 KUHP). 
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Selain di KUHP, Undang-undang yang mengatur tentang penghinaan 
adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa : 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
 
 Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah : 
1. Setiap orang; 
Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, 
warga negara asing, maupun badan hukum. 
2. Dengan sengaja dan tanpa hak; 
Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh 
pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu 
dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. 
3. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya;  
Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan 
untuk menyebarluaskan tindak kejahatannnya supaya dapat diketahui 
oleh orang banyak. 
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4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.  
Informasi elektronik yang Informasi elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau 
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, (electronic mail), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, 
atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya 
mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik 
seseorang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk  
memperoleh data atau meghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang 
diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan 
dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai 
suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
penyusunan skripsi ini, maka Penulis memilih lokasi Kantor Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan Perpustakaan yang ada di kota 
Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan 
masalah yang akan diteliti 
B.  Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang digolongkan ke 
dalam 2 (dua) jenis data, yaitu : 
1.  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung di lapangan atau di tempat penelitian dari berbagai 
sumber. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa 
sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, termasuk juga 
literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, 
hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, 
koran, termasuk pula data yang bersumber  dari bacaan lainnya 
yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut : 
1. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (interview), 
yakni penulis mengadakan wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
2. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, yakni suatu teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan, dan bahan-bahan yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, 
dengan menggunakan pendekatan normatif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implikasi Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial terhadap 
Delik Penghinaan. 
Saat ini jejaring sosial sudah berkembang sangat pesatnya sehingga 
kini banyak media atau sarana bagi para remaja, dewasa bahkan sampai 
anak-anak pun menggunakan media jejaring sosial untuk sekedar mengisi 
waktu luang mereka, bahkan mereka juga dapat berkomunikasi kembali 
dengan orang-orang yang telah lama tidak dijumpainya. Media jejaring sosial 
yang kini banyak digunakan oleh manusia di dunia ini adalah Facebook. 
Gebrakan Mark Zuckerberg yang merupakan pencipta dari jejaring sosial 
Facebook ini, telah diminati oleh ribuan orang yang ada di seluruh dunia.  
Namun terkadang tulisan seseorang di jejaring sosial tak pelak 
menimbulkan sebuah ancaman bagi dirinya sendiri. Orang tersebut telah 
berbuat sesuatu yang dianggapnya hanya sekedar lelucon belaka, tapi pada 
realitanya itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengancam dirinya 
sendiri. Banyak remaja yang menggunakan media sosial ini tetapi tidak 
mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan sebuah kata-kata atau artikel 
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yang dapat merugikan orang lain. Bahkan remaja tersebut sebenarnya tidak 
diperbolehkan menggunakan Facebook sebagai salah satu jejaring sosial  
apabila belum berusia 13 tahun.  
Untuk diketahui, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia 
sebagai pengguna Facebook terbanyak, sedangkan pada level dunia, posisi 
Indonesia ada pada urutan ketujuh. Menurut Ketua Komnas Perlindungan 
Anak yaitu Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa sekitar 53% di antara 
facebooker tersebut masih berusia anak-anak, yakni di bawah 18 tahun. Di 
situs jejaring sosial ini, mereka bukan hanya dapat memperbanyak teman 
tetapi juga dimanjakan oleh permainan game online, dan mungkin juga judi 
online (Dikutip dari artikel Rusdin Tompo., SH, selaku ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi Selatan). 
Facebook memang menarik, sebagai mini blog. Pengguna harus 
mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna 
dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman 
dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan secara otomatis ketika 
memperbaharui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan 
grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan 
tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya dan 
mengelompokkan teman-teman tersebut ke dalam daftar seperti “rekan kerja” 
atau “teman dekat” (www.id.wikipedia.org/wiki/Facebook). 
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Facebook memungkinkan anggotanya untuk menuliskan status di 
dinding (wall), mengenai hal yang dirasakan atau apa yang sedang 
dialaminya. Dinding (wall) merupakan kotak di setiap halaman profil 
pengguna yang mengizinkan teman pengguna mengirimkan pesan kepada 
pengguna tersebut.  Kemudian anggota lain dapat memberikan komentar 
yang membuatnya semakin seru. Situs website Facebook memungkinkan 
seseorang menerima permintaan pertemanan dari teman dekat, teman 
sekolah, kerabat dan bahkan teman lama. Orang yang tidak kita  kenal 
sebelumnya juga bisa mengajak berteman melalui Facebook. Seseorang 
dapat mengunggah foto kemudian menandai orang-orang yang ada di foto 
tersebut, sehingga orang yang ditandai dapat melihat foto tersebut. 
Seseorang juga dapat memasukkan jadwal acara dan mengundang orang 
lain melalui Facebook. Fitur lain adalah dapat chatting atau mengobrol 
dengan anggota lain yang merupakan teman apabila sedang online 
bersamaan.  
Penggunaan fitur di Facebook seperti mengunggah foto atau tulisan di 
dinding, memperbaharui status dan lain sebagainya dapat terbaca atau 
diketahui oleh pengguna lain yang menjalin pertemanan dengan pengguna 
tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah pertemanan pengguna 
tersebut, maka kemungkinan tulisan atau foto yang yang di unggah tersebut 
diketahui oleh orang lain semakin besar. Terlebih lagi apabila pengguna 
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Facebook tidak mengatur privasinya, seseorang yang tidak menjalin 
pertemanan dengan pengguna tersebut juga dapat melihat tulisan atau foto 
yang di unggah. 
Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Facebook dan fitur-fiturnya, maka 
banyak orang menggunakan Facebook  sebagai salah satu media untuk 
mengungkapkan ide, gagasan, atau fikiran agar ide dan gagasan pikiran 
orang tersebut diketahui dan tersebar cepat dengan mudah. 
Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap orang. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (1) UUD RI 1945yang menentukan 
bahwa :  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apa pun”. 
 
Pada Article 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
ditentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki 
pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan 
menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan 
dengan tidak memandang batas-batas (wilayah) (Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 
opinions without interferences dan to seek, receive and impart information 
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and ideas through any media and regardless of frontiers). Hal ini kemudian 
diperkuat pada The United Nations International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005. Dalam 
Article 19 paragraph (2) ICCPR ini ditentukan bahwa setiap orang memiliki 
kebebasan berekspresi; termasuk dalam hal ini kebebasan untuk mencari, 
memperoleh dan menyampaikan informasi dan ide-ide di segala bidang, 
tanpa pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk 
cetakan, dalam bentuk seni atau media lainnya sebagai pilihannya (Everyone 
shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom 
to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any 
other media of his choice).  
Namun demikian, kemerdekaan dan kebebasan berekspresi tersebut 
bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Barda Nawawi Arief ( 2005 : 4 ), 
kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus 
juga hak asasi masyarakat. Namun menurut pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), kebebasan 
tersebut bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Kemerdekaan dan 
kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau 
kebebasan dalam tertib/tatanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional 
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(Pancasila). Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief (2005:4) menyatakan bahwa 
kebijakan kriminalisasi terhadap masalah kebebasan pribadi tentunya 
ditujukan pada kebebasan pribadi yang mengandung aspek negatif. 
Kebebasan dalam keteraturan diwujudkan dengan perumusan Pasal 28 J 
UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa : 
(1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis. 
Pada Article 10 European Convention on Human Rights (ECHR) and 
Fundamental Freedom yang dibentuk tahun 1950 ini, kebebasan berkspresi 
diberikan restriksi (pembatasan) yaitu untuk kepentingan itegritas territorial, 
keamanan public, pencegahan kekacauan dan kejahatan, mencegah 
pengungkapan infosrmasi yang dirahasiakan serta untuk menjaga otoritasdan 
kebebasan kekuasaan kehakiman (Muladi, 2006 : 20). Lebih lanjut, dalam 
ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005, dalam Article 19 paragraph (3) 
memberikan pembatasan atas kebebasan pada Article 19 paragraph (2) 
tersebut, yaitu pembatasan oleh hukum dan kepentingan sosial : (a) untuk 
menjunjung tinggi hak-hak dan reputasi manusia lainnya ; (b) untuk 
perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum dan kesehatan public 
dan moral public (The exercise of the ridghts provided for in paragraph 2 0f 
this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore 
be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary : (a) for respect of the rights or reputations of 
others; (b) for the protection of national security or of public order (order 
public), or of public health or morals).  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka salah satu pembatasan 
kebebasan berpendapat yang diperbolehkan adalah penghormatan terhadap 
hak-hak dan reputasi orang lain. Pembatasan tersebut harus diatur dalam 
undang-undang dan harus ditujukan kepada tujuan-tujuan yang legitimate 
(Muladi, 2006 : 22). 
Delik penghinaan merupakan salah satu bentuk perwujudan 
pembatasan kebebasan berekspresi untuk perlindungan reputasi 
manusia/orang lainnya yang diatur dalam undang-undang memiliki tujuan-
tujuan yang sah. Objek hukum delik penghinaan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 310 KUHP adalah “kehormatan” dan “nama baik”orang. Dengan 
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demikian kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya 
rumusan Pasal 310 KUHP adalah kepentingan hukum mengenai dau objek 
hukum tersebut. Setiap orang memerlukan terjaganya kepentingan hukum 
pribadi tersebut. Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun 
kepentingan hukum yang demikian masih perlu dijaga dan dipertahankan 
oleh dan di dalam hukum (Adami Chazawi, 2009 : 1-2). 
Seiring dengan berkembangnya tekologi infor,asi terutama di ruang 
siber/internet, maka delik penghinaan pun dimungkinkan dilakukan diruang 
tersebut, termasuk di jejaring sosial. Oleh karena itu, UU ITE kemudian 
mengadopsi ketentuan mengenai delik penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) 
dan penjatuhan sanksinya pada Pasal 45 UU ITE. 
Kekhawatiran yang muncul setelah ditertibkannya UU ITE yang 
memuat delik penghinaan ini adalah pembatasan seseorang dalam 
melaksanakan kebebasan berpendapat. Hal ini senada dengan kekhawatiran 
insan pers terhadap dipertahankannya delik penghinaan dalam rancangan 
kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi 
mengingat bahwa hukum pidana tidak diterapkan sebagai upaya pencegahan 
seseorang melaksanakan haknya dalam hal ini melaksanakan kebebasan 
berpendapat, melainkan upaya represif ketika seseorang yang melaksanakan 
kebebasan berpendapatnya tetapi melanggar hak dan reputasi orang lain.   
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Menurut Muladi ( 2009 : 18 ), perundang-undangan hukum pidana 
tidak mungkin diterapkan pada pers sepanjang profesional, taat kepada kode 
etik jurnalistik dan dapat membuktikan adanya misi kepentingan umum atau 
pembelaan diri serta bisa membuktikan kebenaran atas yang diberitakan. 
Jika diterapkan pada kebebasan berpendapat di jejaring sosial, maka hukum 
pidana tidak dapat diterapkan kepada seseorang yang mengunggah tulisan, 
gambar atau foto secara santun, beretika, membawa misi kepentingan umum 
atau membela diri serta dapat membuktikan kebenaran atas tulisan foto atau 
gambar yang di unggahnya. 
Dengan demikian, sudah tepat jika salah satu pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 atas 
judicial review terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945 adalah 
bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat 
dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dan 
kemudian menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut 
dilindungi oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian 
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 
melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia dan prinsip-prinsip  
Negara hukum serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional. 
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B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Delik Penghinaan di 
Jejaring Sosial. 
Penghinaan dan Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan 
tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum 
dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan 
santun. Bahkan lebih dari itu, Penghinaan dan pencemaran nama baik 
dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu 
terdapat fitnah. 
Terlebih lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini telah 
di atur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, maka jelaslah tindakan ini 
termasuk ke dalam delik yang sudah pasti sanksinya. 
Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa delik 
penghinaan tidak melanggar nilai-nilai demokrasi hak asasi manusia dan 
prinsip-prinsip Negara hukum. Bahwa yang menjadi permasalahan kemudian 
adalah pada penerapannya dalam kasus per kasus. Banyak orang khawatir 
apabila dirinya melakukan kritik dianggap kemudian oleh aparat penegak 
hukum dianggap melakukan penghinaan. 
 Harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang 
(termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya 
memiliki makna yang berbeda. Kritik tidak sama dengan menghina. Menghina 
adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan 
untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali 
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dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (criminal intent) agar orang 
lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang 
dipidana menurut hukum pidana bukan perbuata kritiknya, melainkan 
perbuatan penghinaannya.  
Seperti halnya kritik dan etika. Kritik disampaikan tidak boleh 
melanggar etika (atau dilakukan secara etik), jika kritik melanggar etika atau 
tidak etik, perbuatan tersebut melanggar norma etika, bukan kritiknya. 
Pelanggaran etika dan pelanggaran etika adalah embrio menjadi perbuatan 
tidak patut/tidak terpuji, atau tercela yang bisa bergeser menjadi perbuatan 
melawan hukum pidana. 
Perbuatan pidana penghinaan adalah perbuatan melawan hukum, 
tetapi perbuatan melawan hukum dalam perbuatan pidana penghinaan tidak 
sama dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbuatan 
melawan hukum dalam perbuatan pidana penghinaan dapat berubah menjadi 
perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata). 
Oleh sebab itu, dalam praktek, jika terbukti melakukan perbuatan penghinaan 
biasanya diikuti dengan gugatan perdata melalui prosedur hukum acara 
perdata, sebagian bisa digabungkan dengan proses acara pidana. 
 Masalah pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap 
perbuatan pidana penghinaan, adalah satu kesatuan yang tidak dapat 
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dipisahkan. Ancaman pidana yang dimuat dalam setiap pasal dalam KUHP 
sebagai para meter keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang 
melanggar pasal yang bersangkutan dan berat ringannya ancaman pidana 
sebagai parameter berat ringannya suatu tindak pidana. 
 Prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa norma hukum pidana 
berlaku umum, maka dipergunakan frase “barang siapa“ atau “setiap orang” 
yang ditempatkan diawal rumusan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran 
hukum pidana dapat dilakukan oleh subjek hukum pidana, yaitu orang dan 
korporasi. Dengan menggunakan frase tersebut sebagai bentuk 
pemberlakuan asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas perlakuan yang 
sama di depan hukum (equality before the law). 
 Jejaring sosial merupakan informasi elektronik yang ketentuannya itu 
bersifat khusus yang mengatur dan aturannya tercantum dalam Undang-
undang Informasi Transaksi Elektronik. 
 Rusdin Tompo selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :  
 “Jejaring sosial merupakan bagian dari informasi elektronik yang 
setiap orang berhak dan bebas untuk mengunggah foto, memuat 
tulisan, dan lain sebagainya. Jejaring sosial itu tidak ada regulasi atau 
semacam pemerintahan yang langsung mengawasi tentang informasi 
elektronik apalagi di jejaring sosial itu sendiri, berbeda dengan 
Lembaga Pers karena dalam lembaga itu ada Dewan Pers yang 
langsung mengawasi tentang kinerja dari Pers, kehadiran Dewan Pers 
itu untuk menjaga kebebasan pers, pers tidak berhak untuk langsung 
memberikan atau menjatuhkan sanksi. Begitu pula KPID, KPID 
langsung diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan 
salah satu instansi pemerintah di Indonesia. KPID hadir untuk menjaga 
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ruang publik, memilah siaran apa yang layak dan yang tidak layak 
untuk dipertontonkan, apalagi ditonton oleh anak yang belum cukup 
umur. KPID bisa memberikan sanksi administrasi terhadap 
pelanggaran penyiaran atau apabila ada penyimpangan di dalam 
kepengurusan suatu lembaga penyiaran, namun bisa saja dijatuhkan 
sanksi pidana maupun perdata apabila memang ada masalah yang 
menyangkut tentang itu. Disinilah beda antara jejaring sosial sebagai 
sarana informasi elektronik yang tidak diawasi oleh pemerintah, 
jejaring sosial bersifat dunia maya yang dimana orang dengan bebas 
bisa mengakses itu dimanapun dan kapanpun  seseorang berada” 
(wawancara penulis pada tanggal 5 Januari 2013). 
 
 
 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas 
Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam 
KUHP (penghinaan offline) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan 
pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) 
karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui 
umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke 
dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” 
sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga 
diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata 
“mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat 
diakses” muatan pencemaran nama baik”. 
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 Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa Setiap Orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 
baik.  
Adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini adalah : 
1. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah: 
1. Perbuatan: 
 Mendistribusikan 
 Mentransmisikan 
 Membuat dapat diaksesnya. 
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” 
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
 
2. Unsur subyektif dalam pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu 
yang dimaksud dengan “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan 
mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu 
informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan 
penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi 
IT. 
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Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa unsur „di muka umum‟ tidak menjadi unsur dalam 
penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus 
yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau 
“mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut 
dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Mendistribusikan adalah 
perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui 
media elektronik, seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah 
perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui 
perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. Membuat dapat 
Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen 
elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau 
memberitahu password suatu sistem elektronik. 
Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ada 
pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan 
Pasal 310 KUHPidana, yang mana unsur “di muka umum” berlaku pula dalam 
penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebarkan lewat 
email dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya 
tertutup antar individu. Sementara, pendapat lain bahwa unsur di muka 
umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena 
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kekhususan penyebaran informasi elektronik: cepat, berbagai jalur (seperti 
email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi 
elektronik yang disebarkan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan 
dengan unsur di muka umum, dan UU ITE menjangkau semua jenis 
penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun 
terbuka (misalnya lewat website). 
Pasal 45 UU ITE. 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 Dalam hal seseorang pelaku tindak pidana penghinaan terbukti 
bersalah dalam persidangan dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 
satu tahun atau kurungan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh hakim, 
apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu. Dalam praktek hukuman 
semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum 
akan berusaha benar-benar dalam masa bersyarat tidak melakukan suatu 
tindak pidana, dan syarat khususnya biasanya dipenuhi, hukuman tidak 
otomatis dijalankan, tetapi harus ada purusan lagi dari hakim. Sehingga 
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dalam praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak 
dirasakan sebagai hukuman (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 183-184). 
Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang 
diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP, khususnya 
dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 berbunyi : 
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 
disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling 
lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa untuk membela diri. 
Pasal ini memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai 
penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang 
kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh 
umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, 
membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk 
menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk 
diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (naturlijk 
persoon) dan bukan pribadi hukum (rechts persoon). Pribadi hukum tidak 
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mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat 
pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum 
direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik 
penghinaan hanya dapat ditujukan kepada pribadi kodrati, sama seperti 
pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat 
dibunuh atau dianiaya secara harfiah. 
Delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif 
sama seperti dalam pasal 310 KUHP. Maksudnya, perasaan telah 
terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari 
korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau 
Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan 
tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang 
lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan 
hukum yang diberikan melalui Pasal  27 ayat (3) UU ITE dapat disalah 
gunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan 
identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen 
elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik 
seseorang. 
Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di jejaring 
sosial harus memprioritaskan ketentuan dalam Undang-undang Informasi 
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dan Transaksi Elektronik karena Undang-undang ini merupakan ketentuan 
khusus yang mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum yang 
terdapat dalam KUHP (Lex Spesialis Derogat Legi Generalis). Pasal 310 
KUHP tidak mungkin ditujukan kepada institusi sebagai koorporasi karena 
penghinaan ditujukan kepada nama baik seseorang.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas 
maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang di jamin oleh 
Konstitusi maupun UUD RI 1945, namun pelaksanaannya perlu diatur 
agar tidak melanggar hak orang lain. Hukum pidana memberikan 
perlindungan agar hak dan martabat tidak dilanggar. Semua ketentuan 
pidana sudah mengatur hal tersebut. Delik penghinaan ini merupakan 
salah satu bentuk perlindungan hak kebebasan berpendapat agar 
kebebasan berpendapat itu tidak mengganggu hak orang lain 
sehingga hak atas martabat dan reputasi orang lain tidak dilanggar. 
2. Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di jejaring 
sosial jika terjadi delik penghinaan yang menggunakan sarana jejaring 
sosial maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 27 
ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai sanksinya yang 
dapat diterapkan apabila terjadi penghinaan atau pencemaran 
70 
 
terhadap hak atas martabat dan reputasi orang lain, karena jejaring 
sosial merupakan bagian dari informasi elektronik. Serta dapat pula 
diberikan sanksi pidana penjara dan denda, karena hal ini bersifat Lex 
Spesialis Derogat Legi Generalis. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya kebebasan berpendapat di jejaring sosial memang 
harus ada batasnya dan harus ada aturan yang mengaturnya 
agar setiap orang yang melakukan postingan di media sosial 
dapat mengetahui batasannya sampai dimana, sanksinya 
bagaimana apabila melakukan delik penghinaan, dan dengan 
menggunakan kecerdasan, tingkat pendidikan, serta 
pengetahuan yang lebih banyak agar tidak ada orang lain yang 
merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya. Serta harus ada 
regulasi tersendiri yang mengatur tentang Facebook agar tidak 
terjadi tindak pidana. 
2. Untuk terwujudnya penerapan hukum yang baik terhadap 
kebebasan berpendapat di jejaring sosial ini, kiranya agar 
pemerintah atau aparat yang berwenang lebih mengefektifkan 
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lagi aturan yang ada sehingga jika terjadi masalah seperti ini 
akan meminimalisir terjadinya delik penghinaan di jejaring sosial. 
Bertanggung jawab harus dikategorikan untuk orang yang sudah 
dewasa serta melakukan pemblokiran terhadap orang atau akun 
yang telah melakukan tindak pidana. 
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